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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Tentang Akibat Hukum Pencantuman Klausula
Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen” perlindungan terhadap pemegang polis masih
sangat lemah, jika kita melihat dari kasus-kasus asuransi. Pemegang polis atau
tertanggung akan selalu dirugikan disebabkan oleh ketidakpahamannya tentang isi
kontrak perjanjian antara pemegang polis (tertanggung) dengan perusahaan asuransi
(penanggung) Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum
normatif yang didukung dengan penelitian data empiris. Tujuan penelitian skripsi ini
yaitu untuk mengetahui latar belakang pihak asuransi dan akibat hukum pencantuman
klausula eksonerasi yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian adalah pihak asuransi masih
mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK yang
mendasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) yang dibuat
oleh Dewan Asuransi Nasional dan akibat hukumya dapat dilakukan pembatalan
perjanjian serta tidak berjalannya Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen yang
semestinya bertugas dan berwenang mengawasi penngunaaan pencantuman klausula
baku oleh pelaku usaha di Indonesia.

Kata kunci: Pencantuman klausula eksonerasi, polis asuransi, UUPK

Indralaya, 2018

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

Copr v, 5

. Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001 NIP.196404141990011001

Ketua Bagian Hukum Perdata

-

A

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai hal yang senantiasa menjadi dilema atau perdebatan tentang sah atau
tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian standar (Standardized
Contract) untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang
berkontrak,bukanlah merupakan perdebatan baru di kalangan para ahli hukum.!
Selama perkembangan hampir setengah abad, hukum perjanjian Indonesia
mengalami perubahan dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan
dalam bentuk perjanjian baku yang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak.
Adanya kebebasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian

baku ini diatur dalam undang-undang atau setidak -tidaknya diawasi pemerintah.?

Kiranya perlu dipahami bahwa dalam kenyataan penggunaan perjanjian baku
sangat diperlukan dalam sebuah pasar yang melibatkan produksi dan distribusi
yang bersifat masal untuk alasan efisiensi dan kepraktisan. Oleh karena bersifat
masal sehingga dalam perjanjian baku tidak lagi memperhatikan kepentingan
diantara yang membuat perjanjian sebagaimana yang dianut dalam hukum

perjanjian. Kondisi ini seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha yang pada

'R Simanjuntak, Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum terhadap Pencantuman Klausula Baku

dalam Polis Asuransi, Jumal Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, him. 53.

2Muliadi Nur, Azas Kebebasan Berkontrak dengan Perjanjian Baku, Labels, 2008, him. 5.
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umumnya memiliki posisi yang lebih kuat dan memanfaatkan konsumen

sebagaipihak yang lemah.?

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian: “Asuransi adalah perjanjian anatara dua pihak yaitu perusahaan dan
pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusaahaan

asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan

dana.”

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa hubungan asuransi yang terjadi antara
pihak Perusahaan Asuransi (Penanggung) dan Pemegang Polis (Tertanggung)
adalah keterikatan (Legally Bound) yang timbul karena persetujuan atau
kesepakatan bebas. Ditinjau dari pengertian asuransi maka terdapat dua pihak yang

terlibat dalam asuransi yaitu pihak penanggung dan tertanggung. Penanggung

3Ibid, hIm.6.
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adalah pihak yang menjamin akan membayar ganti rugi yaitu perusahaan asuransi.
Sedangkan tertanggung adalah pihak pengguna jasa asuransi yang kepentingannya

diasuransikan yaitu pemegang polis atau konsumen*

Hubungan antara kedua pihak tersebut tertuang dalam suatu bentuk perjanjian
atau kontrak yang disebut polis asuransi. Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  422/KMK.06/2003  tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

memberikan pengertian:

“Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama
apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepersertaan
asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak
pemegang polis atau tertanggung.”

Salah satu jenis polis asuransi ganti kerugian yaitu polis asuransi kendaraan
bermotor. Asuransi jenis ini banyak diminati konsumen karena memberikan
pertanggungan atas kerugian atau berkurangnya nilai secara finansal atas
kendaraan bermotor yang di pertanggungkan terhadap tabrakan, perbuatan jahat
orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang
tercantum dalam polis kendaraan bermotor indonesia, secara spesifik juga
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74/PMK.010/2007

Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi

“Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002,
him.9.
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Kendaraan Bermotor, Khususnya didalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu:“Asuransi
Kendaraan Bermotor  adalah produk asuransi kerugian yang melindungi
tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan

kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.”

Dari sudut hukum perjanjian, suatu perjanjian (kontrak) dinyatakan sah
apabila kontrak tersebut dibuat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan
subyektif dan obyektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal-
Pasal yang melindunginya. Secara spesifikadanya "kesepakatan™ yang merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian tersebut secara
tegas telah diatur dalam Pasal 257 Ayat 1 KUHD, yang menyatakan bahwa
perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara penanggung
dan tertanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan
sebelum polis ditandatangani. Sebagai sebuah perjanjian yang menegaskan tentang
pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat antara pihak tertanggung dengan
penanggung, maka kedua belah pihak harus mentaati seluruh poin-poin perikatan

yang merupakan bagian dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut.®

Dalam praktiknya polis asuransi di buat secara sepihak yang dilakukan oleh

perusahaan asuransi sehingga polis asuransi termasuk kedalam salah satu bentuk

SIndrawati Nanda, Penerapan Asas Keadilan Dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Dan
Perlindungan konsumen PT. Asuransi Wahana Tata, diakses dari
http://ejournal.uajy.ac.id/7359/2/HK110525.Pdf. Pada Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.44 WIB.

®Rinitami Njatrijani, Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Yang bertentangan
dengan pasal 18 UUPK, diakses dari http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmbh/article/view/5754.
Pada Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.01 WIB.



http://ejournal.uajy.ac.id/7359/2/HK110525.Pdf
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5754
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perjanjian baku yang didalamnya tercantum klausula baku. Pasal 1 butir (10)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
memberikan definisi klausula baku yaitu “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Dalam pengertian klausula baku tersebut, kedudukan pelaku usaha dan
konsumen terlihat tidak seimbang. Pelaku usaha menjadi pihak yang memiliki
posisi kuat karena berhak untuk menentukan isi perjanjian sedangkan konsumen
berada dalam posisi yang lemah karena tidak ikut dalam menentukan isi
perjanjian. Keadaan seperti ini diperlukan aturan yang dapat memberikan
perlindungan bagi konsumen walaupun dalam posisi bargaining power atau posisi

tawar yang lemah.’

Dikatakan sebagai klausula baku karena dalam perjanjian maupun Kklausul
tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditawar oleh pihak lain. Kelebihan dari
kontrak baku yaitu lebih efisien sehingga dapat membuat praktik bisnis menjadi
lebih sederhana, karena dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Sedangkan
kelemahannya bahwa karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk

menegosiasikan atau mengubah klausul dalam kontrak yang bersangkutan

" 1bid, him.1086.
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sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang berat

sebelah.®

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat tujuan

perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan  Konsumen  bertujuan: a. Meningkatkan kesadaran,
kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b.
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menhindarkannya
dari ekses negatif pemakain barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan
pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen; d. Menciptkan sistem perlindungan konsumen
yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta
akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. Meningkatkan kualitas
barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.””®

Untuk mencegah adanya pencantuman klausula Eksonerasi dalam polis
asuransi dalam perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen, maka ketentuan
mengenai pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku diatur dalam
Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 18 tersebut secara
prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha
yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula eksonerasi dalam

perjanjian yang dibuatnya.

8Munir Fuady,Hukum KontrakDari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua, cetakan ke-1,
Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, him.77.

® Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 2011, him. 33-34.
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Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
mengatur larangan dalam hal isi pencantuman klausula baku: pelaku usaha dalam
menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dan/atau perjanjian

apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha unruk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru,tambahan,lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
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h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
membebankan hak tanggungan,hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Sedangkan pada pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk atau format,serta penulisan
perjanjian baku yang dilarang.larangan tersebut dimaksudnya untuk menempatkan
kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan

berkontrak

Salah satu contoh klausul yang merugikan konsumen terdapat dalam Pasal 3
poin 3.1., 3.2., dan 3.3., Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang menyebutkan
bahwa pertanggungan tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh kerusuhan,
pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat,
pengambilan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invansi,
perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir,
genangan air, tanah longsor, atau gejala geologi; reaksi nuklir, termasuk tetapi
tidak terbatas pada radiasi nuklir, lonisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif,
tanpa memandang apakabh itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan bermotor dan

atau kepentingan yang dipertanggungkan.®

Pada saat penawaran produk asuransi biasanya pihak perusahaan hanya

menjelaskan mengenai kelebihan dan keuntungan yang akan didapatkan apabila

9Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, PT. Asuransi Astra Buana, Pasal 3 angka 3.1, 3.2, 3.3.
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seseorang mengikuti asuransi, sedangkan dalam polis asuransi terdapat banyak
Pasal yang mengatur mengenai pengecualian yang tidak disampaikan kepada
konsumen. Dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar,
jelas, dan jujur tidak dapat terpenuhi. Disisi lain, tertanggung atau konsumen juga
seringkali kurang cermat dalam membaca polis sehingga kurang paham dengan
adanya pencantuman klausula baku ini, sehingga asuransi tidak bisa dicairkan

setelah terjadi kerugian atau risiko klaim yang diajukan kepada perusahaan.

Bertolak dari pokok permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih dalam mengenai “ANALISIS TENTANG AKIBAT HUKUM
PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI
YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah yang melatarbelakangi pihak asuransi mencantumkan klausula
eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab kepada pihak konsumen atau
tertanggung?

2. Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis
asuransi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui latarbelakang pihak asuransi mencantumkan klausula eksonerasi
yang mengalihkan tanggung jawab kepada pihak konsumen atau tertanggung.
2. Mengetahui akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis
asuransi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan kKhususnya untuk
pengembangan bidang hukum perlindungan konsumen mengenai akibat hukum
pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi yang betentangan dengan

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan

hukumperdata serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
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menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian
mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi yang

bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau
memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini
menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Umum Perjanjian

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.}'Berdasarkan ketetuan
Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah “Perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatka dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

18.

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, cetakan ke-3, 2011, him.
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melaksanakan sesuatu hal'2.Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.*3

Menurut Munir Fuady, perjanjian merupakan suatu perangkat kaidah hukum
yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang
satu mengikat dirinya kepada orang lain, atau di antara keduanya saling
mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
a. Subjek Perjanjian

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat
dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang

tersangkut pada perjanjian yaitu:

1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
3) Pihak ketiga®®.

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1) Mereka sepakat untuk mengikatkan diri;

12 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986, him. 6.
13Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, 20001, him. 1.
14Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., him, 22,
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2) Cakap untu membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal®.

c. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di
dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 angka 1BW yang menyatakan
bahwa, “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian menurut asas kebebasan
berkontrak, seseorang  pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk
mengadakan perjanjian didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang
bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia
mengadakn perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk

menetapkan syarat-syarat perjanjian.*®

2) Asas konsensualisme

Asas konsesualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan
berkontrak dan asas kekuatan mengikat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW. Asas

konsesualisme sebagaimna yang terdapat dalam Pasal 1320 angka 1 di mana

BIbid, 23.
%Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,

Jakarta,Kencana Prenadamedia Group, cetakan ke-4, 2014, him. 108-109.



29

menurut asas ini perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini
yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai
inti dari hukum kontrak. Asas konsesualisme merupakan “roh” dari suatu
perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada
situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan
yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang
memengaruhi timbulnya perjanjian. Didalam BW cacat kehendak meliputi 3 hal

yaitu:

a. Kesesatan atau dwaling.
b. Penipuan atau bedrog.

c. Paksaan atau dwang.!’

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Pada dasarnya janji itu mengikat asas pacta sunt servanda atau asas daya
mengikat kontrak. Sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk
memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikat kontrak, maka kontrak
yang di buat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan

mengikat setara dengan daya berlaku dan megikatnya undang-undang.*®

7Ibid., him. 120-122.
8Ibid., him. 124.
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4) Asas iktikad baik

Berdasarkan Pasal 1338 angka 3 BW Menyatakan bahwa, ‘“Perjanjian-
perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Yang dimaksud dengan
iktikad baik (te goeder trouw; good faith) adalah kepercayaan, keyakinan yang
teguh, maksud, kemauan (yang baik).Menurut wirjono prodjodikoro membagi

iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

a. lktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.
b. Iktikad baik pada waktu pelaksaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

termaktub dalam hubungan hukum.*®

2. Teori Pengalihan Resiko

job)

. Pengertian Asuransi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 vyaitu:
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan

asuransi sebagai imbalan.”untuk memberikan sebagai berikut:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karenakerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,

atautanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

Ibid., him. 134-137.
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tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti; atau

2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan

dana.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Asuransi
atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena

suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014,
menentukan objek asuransi dapat berupa jiwa, raga, kesehatan manusia, tanggung
jawab hukum, benda dan jasa serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang,
rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. Menurut Elisa Kartika Sari dan Edvendi
Simangunsong adapun manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung atau

insured antara lain:

a. Memberikan rasa aman dan perlindungan.

b. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain.
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c. Merupakan alat penyebaran resiko, apabila peristiwa tidak tertentu terjadi.
d. Sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.?°

Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai resiko yaitu sesuatu yang dapat
mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Sehingga untuk
menghilangkan resiko tersebut upaya yang dilakukan yaitu asuransi. Tujuan dari
semua asuransi ialah menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari
suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan

terjadi atau tidak.?!
Secara umum 3 (tiga) tujuan utama dari asuransi yaitu:
a. Pengalihan Resiko

MenurutPengalihan Resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman
bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya
tersebut terjadi terhadapnya maka kerugian yang dideritanya sangat besar untuk
ditanggung olehnya sendiri. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko
tersebut, pihak tertanggung berupaya mengalihkan beban resiko ancaman bahaya
tersebut kepada pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang

disebut premi.

20E|jsa Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, him.
87-88.
2lWirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta, PT. Intermasa,1997, him. 1.
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Asuransi atau pertanggungan didalamnya tersirat pengertian adanya suatu
resiko, yang terjadi sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung
jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil
alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan
tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang

menerima tanggung jawab. 2

Tertanggung mengadakan asurasi dengan tujuan mengalihkan resiko yang
mengancam harta kekayaan atau jiwanya.??> Dengan membayar sejumlah premi
kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada
penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi
peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi

yang telah diterimanya dari tertanggung.
b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam suatu asuransi untuk melindungi terhadap peristiwva Yyang
menimbulkan kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa
yang menimbulkan kerugian tersebut maka kepada tertanggung yang bersangkutan
akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam

praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak

22\.Bachtiar, Teori Asuransi, di akses dari
https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/5010/bab2.pdf?sequence=4&isAllowed=y,
Pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 16.22 WIB.

ZAbdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 20086,
him. 12.
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semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian tertanggung
mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti

kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka
waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri
tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah
disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati
itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung
membayar sejumlah uang akibat terjadi peristiwa kematiantau kecelakaan. Jadi
pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga

manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas
(sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance). Akan tetapi
undangundang mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsaory insurance),
artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang,
bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security
insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya

kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar
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sejumlah  kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh

perlindungan dari ancaman bahaya.

Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau
selama angkutan berlangsung, mereka (atau para ahli warisnya) akan memperoleh
pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan
oleh undang-undang. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk
undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka

yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.?*
3. Teori Klausula Baku

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian
yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam
suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat tang mengakibatkan sangat

merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.?®

Menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang
isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. 1a menyimpulkan bahwa
perjanjian standar itu bertentangan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung
jawab. Terlebih lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya

kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar

Z1bid, him. 15.
25 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., him., 115.
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kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi
oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan
kedudukannya.  Pelaku usaha hanya  mengatur  hak-haknya  tidak
kewajibannya.Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh

secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.?®
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalahpenelitian
normatif yang dilakukan dengan cara meneliti norma hukum, asas-asas hukum,
falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan kepustakaan,
dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian hukum empiris yang
diperoleh langsung melalui penelitian dan wawancara. Contoh bahan-bahan
kepustakaan tersebut peraturan perundang-undangan, buku-buku asing maupun
dalm negeri, internet maupun makalah hukum.?’ Penelitian ini dilakukan untuk
memperoleh jawaban dan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam

skripsi ini.

%Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 1998, him.
143.

27Soerjono soekanto dan sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta,
PT. Raja Grafindo Persada, 2009, him.13-14.
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2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan
beberapa pendekatan yaitu:2
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan
terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

b. Pendekatan konsep (konseptual approach)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang
Pencantuman Klausula Bakumelalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin
dalam ilmu hokum.?*Sedangkan dalam penelitian hukum empiris penulis akan

melakukan penelitian dilapangan dengan wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini akan dilakukan di PT Asuransi Astra Buana
Cabang Palembang JI. Veteran No.2, Kota Palembang, Sumatea Selatan. Selain
itu, dalam penelitian ini, data yang diperoleh juga melalui studi kepustakaan di

perpustakaan Universitas Sriwijaya dan perpustakaan lainnya.

28 Jhoni lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia, 2006,
him.47.
29peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, him. 113.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Didalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan yakni

dengan :

a.

Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-
undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen yang resmi yang
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.*

Studi Lapangan

Didalam studi lapangan penulis menggunakan metode wawancara.
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat
diberikan daftar penyataan dahulu untuk dijawab pada kesempatan
lain.®*Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tanya jawab dengan pihak

yang berkompeten di PT.Asuransi Astra Buana Cabang Palembang.

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan dua

jenis data yaitu :

a. Data Sekunder

30Sugiyono. Metode Penelitian Hukum. Alfabeta, Bandung, 2012, him. 107.
31Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian, Jakarta, Kencana Premedia Group, 2011, him. 138.
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Data-data yang nantinya akan membantu penulis untuk membantu
menjelaskan data primer yag didapat diantaranya :
1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
iv. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
v. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74/PMK.010/2007 Tentang
Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi
Kendaraan Bermotor
2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang akan menjelaskan bahan
hukum primer, terdiri dari:
i. Hasil-hasil penelitian seperti skripsi dan thesis.
ii. Buku-buku mengenai hukum perdata, hukum Asuransi, dan Hukum
perlindungan konsumen.
iii. Makalah dan jurnal hukum yang ditulis oleh ahli hukum.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa internet, kamus hukum, Kamus besar

bahasa indonesia dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.
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b. Data Primer

Data primer adalahdata yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama
terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.*?Data yang diperoleh melalui
pengamatan langsung dilapangan oleh penulis diperoleh langsung melalui

wawancara dengan karyawan di PT Asuransi.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum serta data-data yang diperoleh penulis di lapangan akan diolah
dan dianalisis dengan metode analisis data kualiatif. Menurut Sutopo, analisis
kualitatif dapat di golongkan kedalam metode deskriptif yang penerapannnya
bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, menganalisis, dan menafsirkan.33
Selanjutnya hasil analisis dari sumber-sumber tersebut dapat menjawab

permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik
kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum
positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan

makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan

32Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
him. 30.

33Sutopo, HB, Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,
Surakarta, UNS Press, 2002, him. 95.
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hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif
yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke

fakta yang bersifat khusus.>*

34Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Maju, 2007, him. 35.
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